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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang: a. bahwa air sebagai sumber kehidupan masyarakat
yang sesuai sifatnya, selalu mengikuti siklus
hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi
cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan
ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu
dan setiap wilayah;
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Mengingat :

. bahwa fungsi irigasi memegang peranan sangat

penting dalam meningkatkan produksi tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan,
peternakan dan perikanan;

. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 2 Tahun 2004 tentang lIrigasi sudah tidak
sesuai lagi dengan pembaharuan kebijakan,
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi,
sehingga perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat tentang Irigasi;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3478);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4412);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4377);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3225);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999
tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 203);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas  Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang lIrigasi (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4624);
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